GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWES! TENGAH NOMOR 26
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWES]I TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas  belanja  perjalanan dinas yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan
penyesuaian biaya riil untuk biaya penginapan sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

bahwa Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2013 belum menetapkan biaya riill untuk biaya
penginapan bagi pelaksana perjalanan dinas;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
biaya riil penginapan perlu melakukan perubahan
Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Biaya
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26
Tahun 2012 tentang Standar Biaya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggaran 2013;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat [ Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844});

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 508} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26
Tahun 2012 tentang Standar Biaya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 188);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 26
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWES]
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Biaya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2013 Nomor 188) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua} pasal,
yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal ZA

(1) Pelaksana perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dinas
Dalam Daerah dikenakan biaya penginapan sesuai
biaya riil.

(2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan dikenakan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan
sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi V dan
Angka Romawi VI Lampiran Peraturan Gubernur ini
dan dibayarkan secara lumpsuin.

Pasal 2B
(1) Biaya harian dalam komponen Belanja Perjalanan
Dinas terdiri atas:
a. uang saku;
b. uang makan; dan
c. transpor lokal.
(2) Biaya harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

2. Ketentuan Huruf H Angka Romawi II Lampiran diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

H. Biaya Sewa Kendaraan dipertanggungjawabkan secara
biaya riil.

3. Ketentuan Angka 3 Keterangan Angka Romawi V
Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Non PNS dapat menggunakan belanja perjalanan dinas
sesuai kebutuhan dan urgensinya, disetarakan dengan
jenjang pendidikan.



4, Ketentuan Angka Romawi IV, Angka Romawi V dan
Angka Romawi VI Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAHM PROVINSI

(EMVESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 268



LAWMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWES! TENGAH

NOMOR BQ rtaHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESL TENGAR NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

STANDAR BIAYA UMUM APED TAHUN ANGGARAN 2013

{halam Kupiah)

NO URAIAN DIAYA TA. 2010 ; SATUAR | BIAYA T.A. 2014 BIAYA T.A. 2013 HKETERANGAN
1. |SATUAN RIAYA HONORARIUM
A, Honorarivm Penangyungfawab Pengeloiaan Heuangan
1. Pengpune Anggaran
a. Nilai Pagu Dana < 500 Juta 400,600 0B 700,000 |Honorarium Pengeuna
b. HNilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar 475,000 0B 800,000 [ Angparan berdasarkan
c. HNilai Pagu Dana > 1 Milyar - 5 Milyar 550,000 OB 900,000 {total angparan dalam
d. Nilai Pagu Dana > § Milyar ’ oB 1,100,000 |SKPD vany bersangkutan
2. Hups=a Pengguns Anggeran
a. MNilai Pagu Dana < 100 Juls 230,000 0B 430060 [ Honorarum Kuasa
b, Nilai Paga Dana 100 Juta - 250 Juta 305,000 oB 500,000 |Pengpguna Anggarat
¢. Nilai Pagu Dara 25¢ Juta - 500 Juta 380,000 oB 500,000 {berdasarkan total anggaran
d. Nilai Pagu Dana 500 Jula - 1 Milyar 445,000 OB 700,000 {yang dikejola
¢, Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 530,000 08 856,000
3. Pcinbat Pelalczann Teknis Kegiatan
a. Nilai Pagu Dana < 100 Juta 200,000 on 200,000 {Honerazium pada angka
b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Juta 275,000 oB 450,000 | 3 s/d 10 berdasarkan salah
¢ Nialai Pagu Dana 250 Juta - 500 Juta 350,600 0B 300,000 isatu kegiatan yang memiliki
d. Nilai Pagu Dapa 500 Juta - 1 Milyar 425,000 0B 550,000 |Pagy dana tertinggi
e, Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 500,000 oB H00,000
4, Pejabat Pembuat Komitmen
#. Nilai Pagu Dana < 100 Juta 215,000 0] 400,000 |Untuk PAJKPA yang merangkap
b. Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Jula 200,000 oB 450,000 |sebagai Pejabat Peminat
c. Nilal Papu Dana 250 Juta - 500 Juta 365,000 OB 500,000 {Kamitmen tidnk diberikin honor
¢, Nilai Papgu Dana 500 Juta - § Milyar 440,000 oB 550,000 jsebagai Pejrhnt Pembuat
¢. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 515,000 0B 600,000 [Kemitmen
5. Beodahara Fengelusran/Fenerimoan
a. Nilai Pajqa Dana < 100 Juta 240,000 oB 350,000
b. Nilai Payma Dana 100 Juta - 258 Juta 315,000 0B 400,000
¢, Milai Paypa Dana 250 Juta - 500 Juta 356,000 oB 450,000
d. Nijlai Paju Dana 500 Juta - 1 Mikyar 265,000 OB 500,860
e. Nilai Pagn Dana > 1 Milyar 540,000 oB 600,000
6. Bendeharn Pembantu Penerimann don Bendahara
Pembantu Pengeluaran
a. Nilai Pagu Dana < 100 Juia 228,000 0B 275,000
b, Nilai Pagu Dana 100 Juta - 250 Jula 300,000 oB 350,600
¢, WNilai Pagu Dana 250 Juta - 500 Jutn 375,000 OB +25,000
d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar 450,000 oB 500,000
e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 525,000 OB 550,000
“
7. Pembantu Bendaharn
a. Nilai Pagn Dana < 100 Juta 180,000 oB 250,000
b. Nilai Psgu Dana 100 Juta - 258 Juta 253,000 as 325,000
¢, Milai Paga Dara 250 Juta - 500 Juta 330,000 0B 00,000
d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 Milyar 405,000 GRB 475,000
¢. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 480,000 OB 350,000
8. Pejabat Penatausahaan Heuangan
a. Nifai Pagu Dana < 100 Juta 260,000 | OB +50,000
b. Milai Pagu Dana 100 Jute - 250 Juta 320,000 OB 500,800
¢. MNiali Pagu Dana 250 Juta - 500 Jura 345000{ OB 660,000
d, Nilai Pagu Dana 500 Juia - 1 Milyar 400,800 o8 TOO0,000
e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 460,000 0B 850,000




{Dalam Rupiah}

NO URAIAN BIAYA TA. 2010 | SATUAN | BIAYA T.4. 2014 | BIAYA T.A. 2013 HKETERANGAN
9. Staf Pengelola Kegiatan
a, Nilai Pagu Dana < 100 Juta 175,000 oB 225,000
b, Nilai Pagu Dana 160 Juta - 250G Juta 205,000 oB 300,000
¢, Niali Pagu Dana 250 Juta - 500 Jjuta 230,000 0B 350,000
d. Nilai Pagu Dana 500 Juta - ! Milyar 260,000 onB 400,000
¢. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 250,000 OB 300,060
B. Hosnorarinm Pejabat f Panitla Pengadaan Barang [/ Jasa
1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB 500,000
2. Panita Pepgadaan Barang [ Jasa (Konstrulksi)
a. Nilai Pagu Dana di alas 100 Juta - 250 Jutla 640,000 OF BU0,000
b, Nifai Pagu Dana di atas 250 Jula - 500 .Juta 725,000 op 700,000
c. Niiai Pagu Dana di atas 500 Juta - T Milyar 820,000 op 830,000
d. Niai Pagu Dana > 1 Milyar 910,000 ap 1,000,000
3. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksl)
a, Nilal Pagu Dana di atas 100 Juta - 250 Jula 475,000 opP 300,000
b. HNilal Pagu Dana di atas 250 Juta - 300 Juta 545,000 op 650,000
c. Nilai Pagu Dana di atas 500 Juta - 1 Milyar 605,000 OP 800,000
d. WNilal Pagu Dana = I Milyar 665,000 opP 900,000
4. Panitia Pengadaan Jasa {Non Konstruksi)
a. Nilai Pagu Dana di atas 50 Juta - 100 Juta QP 450,000
H. Nilai Pagu Dana di atas 100 Juta - 250 Juta 475,000 op 500,000
c. Nilai Pagu Dana di atas 230 Juia - 500 Juta 545,000 P 550,000
&, Nilai Fagu Dana di atas 500 Juta - 1 Milyar 605,000 op 600,000
¢, Nilai Fagu Dana > 1 Milyar 665,000 or 700,000
., Honorarlum Pejabat/Panitia Penerima/Pemoriksa Hasil Pelterjuan
1. Pejabat Penorima Hasil Pekorjoon/ Pengadann Barang/Jasa [8)z] 300,000
2, Panitia Penerlma Hanll Pokorjren/Pongudonn Barang/Josa
a. Nilai Fagu Dana = 100 Juta 340,000 QF 300,006
b. Nilai Pagu Dana di atas 100 Juta - 230 Juta 475,000 aP 400,000
¢. Nilai Pagu Dana di atas 250 Juta - 500 Juta 545,000 QP 500,000
4. Nilai Pagu Dana di atas 500 Juta - 1 Milvar 605,060 OP 600,000
e. Nilai Pagu Dana > 1 Milyar 665,000 Qp 750,000
P. Hogoratium Penelition/Perekayasaan
1. Honorzrium kelebihan jam penelitinn/perchayasaan
a. Penelitifperekayasa Utama GJ 60,000
b. Penelitifperckayasa Madva OJ 50.000
c. Peneliti/perekayasa Muda 0J 40,000
d. Penclitif perekayasa Pertama O 15,000
2. Honorarinm Penunjang Penclitian/Perekayasaan
a. Pembantu Peneliti/Perekayasa Cd 20,000
b. Koordinator Pencliti/Perclcayasa o8 00,000
c. Sekretariat Peneliti/ Perckayasa OB 300,000
d. Pengolah Data Crg/Penelitian 1,500,000
e. Petugas Survey Org/fResponden 7,500
{. Pembantu Lapangan 011 75,000
E. Honornrium Peiguras/Penyimpan Barang Milile Dacrah
1. Penyimpan/Bendahara Barang cB 600,000
2. P OB 500,000
. Pengurus Barang
F. Honorarinm Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi
1. Narasumber / Pembahas Utama ~
&, Cubernur/Wagnb/yang setara 1,400,000 OJ 1,f0(),l)()0
b. Pejat:at Eselon I fyang sctara 1,150,000 OJ 1,400,000
¢. Pejabat Eselon If /yang setara 850,000 GJ 1,038,838
d. Pejabat Eselon )1 /yang selara 700,000 oJ 900,000
e. Pejabat Esclon IV fyang setara O 7006,
2. Moderator 575,000 ad 500,600
3. Notulen QK 250,000




(Dalam Rupiah)

No

URAIAN

BIAYA TA. 2010 | SBATUAN

BIAYA T.A. 2014

BIAYA T.A, 2013

HETERANGAN

Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus

4

5. Honorarium MC

6. Honorarium Pembaca Doa
7

. Honorarium Instrukiur

Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil
1. SLTA & Diploma
2. Sarjana
3. Master (S2)
4. 83

Henorarinm Tim Pelaksana Kegiatan
1. Ditetepkan Berdasarkan Keputusun Guberan:
. Pembina
. Pengarah
Penangpung Jawab
. Keordinator/Ketua
. Wakil ketua
Sekreteris
Anggotn

e Re TR

2. Ditetapkan Berdasarkan Xeputusan PA
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
¢, Ketua
d. Wakil Ketua
¢. Sekretaris
f. Anggota

3. Ditetaphkan Berdasarkan Keputusan EPA
a. Penanggung Jawab

b, Ketua

c. Walkdil Ketua

d. Sekretaris

e. Anggota

Honorarlum Tim Sckretariat
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4, Anggota

Honcrarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah
Penanggung Jawal

Redaktur

Penyunting/ Editor

Desain Grafis & Fotografis

Sekretarial

Pernbuat Artikel

L

Homnoratium Tim Pengelola Website
i. Penanggung Jawab
2. Redaktur
3. Editor
4. Web Admin
5, Web Developer
6, Pembuat Artikel

1,150,000 oJ
OK
QK
aJ

oB
o8
oB
aB

OB/OK
1,500,000 | OB/CK
1,250,000 | OB/OK
1,000,000 | OB/OK
850,000 | oBfOK
750,000 | OB/OK
750,000 | OB/OK

1,500,000 | OX
1250000 Ok
1,000,000} OK
850,000 OK
750,000 OK

OK
1,500,000 0K
1,250,000 CK
1,000,000 OK

850,000 0K

400,000 | Ok
350,000} OK
300,000F OK
300,000 0K

400,600 Oter
300,000 { Oter
250,000 Oter
175,000 ; Oter
150,000 Oter
100,000 Hal

500,000 o
450,000 | OB
400,000 | OB
350,060} OB
300,000 | OB
100,000 | Hal

400,000
350,000
300,000
100,000

1,500,000
250,000
300,600
230,000

1,000,000
1,250,000
1,500,000
1,750,000

2,000,000
1,75G,000
1,600,000
1,500,000
1,236,000
1.000,060

800,600

750,000
700,000
630,000
600,000
330,000
300,000

500,006
450,000
400,000
373,000
350,000

400,000
350,000
300,000
300,000

600,000
500,000
450,000
425,000
400,000
375,000

500,000
450,000
400,000
350,600
300,000
100,000

+ Homoranwn ditetplaoy OF apabita
pelaksanin tugas diss Mongsi
dituar tupas pokolk sahngi-Juni

thersifat rutin setinp tutuoy




(Dalam Rupiah)

NO

UANG REPRESENTASI

JABATAN PER HARI KETERANGAN
[V. |SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI
1. GUBERNUR 750.000 Digunakan untuk Perjalanan Dinas
Dalam Daerah dan Luar Daerah.
2. WAKIL GUBERNUR 600.000
3. KETUA DPRD 750.000
4., WAKIL KETUA DPRD 600.000
5. SEKRETARIS DAERAH 500.000
6. PEJABAT ESSELON II & ANGGOTA DPRD 400.000

V.1
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1IX.

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM APBD PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

HONORARIUM

A

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

1 Fonorarium Pengguna Anggaran berdasarkan total anggaran dalam SKPD yang bersangkutan

2 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan total anggaran yang dikelola

i Honorarium pada angka 3 s/d 9 berdasarkan salah satu kegiatan yang memiliki pagu dana tertinggi

PAKPA yang berfindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak diberikan honor Pejabat Pembuat
Komitmen

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS yang di angkat oleh Pengguna/kuasa pengguna
Barang/jasa menjadi pejabat pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa dengan nilai paling tinggt Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium diberikan kepada PNS yang menjadi Kelompok Kerja (POKJA) pada Unit Layanan Pengadaan
Prov.Sulteng untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada SKPD yang ditunjuk

dengan nilai di atas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) serta pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi
/ Non Konstruksi dengan nitai pengadaan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Honerarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada PNS yang di beri tugas untuk memeriksa/menerima barangfjasa
yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan urituk pengadaan barang/jasa

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada beberapa PNS yang di beri tugas untuk menerima/memeriksa barangfjasa
yang diseraikan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan uniuk pengadaan barang/jasa

Honorarium Kegiatan Penelitian
Honorarium yang di berikan kepada PNS dan peneliti yang diangkat berdasarkan surat keputusan Pejabat
yang berwenang melakukan penelitian

Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium yang di berikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan administrasi

barang inventarisfaset

Honorarium: Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi [Diseminasi

- Honorarium dapat di berikan kepada Pejabat Negara dan atau PNS baik yang berasal dari luar maupun dari
SKPD penyelenggara.

- Hororariurn Instruktur dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diangkat berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang dengan tugas untuk memberikan pengajaran, Jatinan dan bimbingan
dalam bentuk praktek lapangan.

Honor ini dapat diberikan juga kepada pelatih paskibraka, pelatih tari, pelatih paduan suara

- Honorarium Pakar/PrakiisifPembicara Khusus/Tenaga Ahli diberikan kepada PNS atau Non PNS
yang mempunyai kompetensi khusus/spesifik sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan
Honor ini dapat diberikan kepada tenaga Psikelog yang melaksanakan psikotes, FGD
(Forum Group Discussion), Dewan Juri Perlombaan.

Honorarium Mon PNS
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri yang di tunjuk untuk melakukan tugas dan tanggung jawab
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dibayarkan sesuai dengan pendidikan terakhir

Honorariura Tim Pelaksana Kegiatan

- Honorarium di berikan kepada Tim yang di beri fugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif
dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
1 Mempunyai keluaran {output) jelas dan terukur
2 Bersifat femporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja
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3 Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya
sehari-hari

4 Ditakukan secara selektif, efektif dan efisien

- Honorarium dapat diberikan OB apabila pelaksanaan tugas dan fungsi di luar tugas pokok sehari-hari
- Honorarium berdasarkan surat keputusan Gubernur apabila:

1 Mengikutsertakan satuan kerja perangkat daerah lainnya atau lintas sektor
2 Kegiatan dimaksud menghadirkan Gubernur sebagai pembina Tim

K {Honorarium Tim Sekretariat

Honorarium di berikan kepada Pegawai Negeri maupun Non Pegawai Negeri yang di beri tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan
kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang

L [Honorarlum Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah

Honorarium diberikan kepada PNS yang di beri tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenag.

M| Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium diberikan kepada PNS yang di beri tugas untuk mengelolah website, berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang di maksud adalah yang dikelola
oleh Unit eselon li/setara.

SATUAN BIAYA LAINNYA

A {Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan
surat perintah dari pejabat yang berwenang.
Kerja lembur adalah bekera diluar jam kerja wakiu kefja normal yang tefah ditetapkan oleh
masing-masing SKPD
Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a . Uang makan lembur yang di peruntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama.
dapat di berikan setelah bekeria lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut
paling banyak 1 (satu) kali per hari kecuali pada hari libur dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
b Apabila lembur dilaksanakan pada hari libur, maka honor diberikan 2 kali dari standar per orang
¢ Non PNS dapat diberikan uang lembur sesuai dengan jenjang pendidikan

B |Satuan Biaya Uang Transportasi Kegiatan Dalam Kota

Uang transport dapat di berikan kepada Pegawai Negeri Sipii ataupun non pegawal yang
melakukan keglatan/ pekerjaan di dalam batas satu witayah kota untuk menghadiri warkshop,
sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi konsuitasi, dan atau kegiatan lain yang
serupa. Untuk PNS, biaya tersebut dapat di berikan sepanjang :

a Tidak tersedia kendaraan dinas

b Disertai surat tugas;

¢ Tidak bersifat rutin.

C {satuan Biaya Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Biaya makan di berikan kepada PNS/CPNS yang terhitung berdasarkan jurmlah hari masuk

kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Satuan biaya ini akan dihitangkan apabila
Tambahan Penghasilan bagi PNS/CPNS sudah diberlakukan pada SKPD terkait.

D |Satuan Biaya Diklat Pimpinan/ Struktural

Biaya diklat perjenjang untuk pejabat/ pegawai yang akan/ telah menduduki jabatan tertentu
Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta dan pajak. Untuk diklat Pim Ifl
dan IV satuan biaya belum termasuk biaya chservasi lapangan.

Satuan Biaya ini hanya dianggarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

E |satuan Biaya Latihan Prajabatan
Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeti Sipil (CPNS) Sebagai Syarat untuk diangkat sebagai PNS
Satuan Biaya ini hanya dianggarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

E |Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
Pengadaan makanan/ minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh, hanya
diberikan kepada pegawai fungsional seperti tenaga fungsional komputer, laboratorium,

tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray, dan petugas yang jenis pekeriaannya dapat memberi dampak
buruk bagi kesehatan PNS tersebut.
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G |Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Biaya Konsumsi Rapat menggunakan Satuan biaya Prasmanan untuk pengadaan makanan,minuman
termasuk snack yang pesertanya adalah Pimpinan Daerah,Bupati/walikota/ Eselan llf pejabat yang setara
dan atau kegiatan yang pembukaannya dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah.

Biaya Konsumsi menggunakan satuan biaya dos untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan Snack
untuk rapat/pertemuan yang di selenggarakan di kantor.

H Safuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan Biaya Untuk Pengadaan bahan makanan bagi Anak Asuhan (Panti), Tuna Sosial,
Rescue Team, dan lain-lain

Satuan Biaya Sewa Kendaraan
- Satuan biaya untuk sewa kendaraan sudah termasuk pengemudi.
- Satuan biaya ini dipertanggungjawabkan secara af cost (riil)

J {Satuan Biaya $ewa Ruangan dan Gedung Pertemuan

Sewa ruangan dan gedung pertemuan di gunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi
dan keglatan lainnya di luar kantor.

Definisi ruangan dan gedung pertemuan :

a Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat didalam hotel dengan kapasitas antara
di atas 300 orang

b Ruang Sedang adalah ruang yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara
100 sampai dengan 300 orang

¢ Ruang Sedang adalah ruang yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai
dengan 100 orang

Satuan biaya sudah termasuk meja, kursi, sound system dan Fasilitas ruangan/ gedung
pertemuan lainya.

111 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Satuan biaya ini meliputi Kendaraan bermotor, Speedboat, Personal Komputer/l.aptop, Printer dan AC Split

a. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, Speedboat diberikan untuk mempertahankan aset
dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan perunfukkannya.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, Speedboat sudah termasuk biaya pelumas, Ban,

Accu, Carwash dan Service. Untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan Pajak dan
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

b.  Satuan biaya pemelfiharaan sarana kantor digunakan untuk memperiahankan barang inventaris/
peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- Untuk Personal Komputer / Laptop digunakan hanya untuk instalf dan anti virus dan printer
di atas 1 juta rupiah
- Untuk AC Split digunakan hanya untuk servis dan isi freon, pemeliharaan getain 2 dimaksud
dibebankan sesuai standar barang

VAL

ATUAN BIAYA REPRESENTASI

Digunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakit Ketua DPRD, Sekretaris Daerah
Provinsi dan Pejabat Eselon !l untuk setiap belanja Perjalanan Dinas baik Luar Daerah maupun
Dalam Daerah

Vv |SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A |Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah meliputi hotel, uang saku, uang makan, transport iokal

untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan Pegawal Tidak Tetap (PTT).

- Transport lokal yang dimaksud adalah transport yang digunakan selama kegiatan berlangsung

- PTT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan secara langsung membantu/mendampingi Gubernur
sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan dapat disetarakan dengan golongan B.
ketentuan PTT di atas dikecualikan bagi tenaga medis yang tetap mengacu kepada
peraturan Manteri Kesehatan Republik Indonesia.

Klasifikasi uang harian Perjalanan Dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

- Golongan A - Gubernur dan Wagub, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi dan Sekda
Provinsi

- Golongan B - Kepala Dinas, Badan; Biro dan Anggota DPRD serta Staf Ahli

- Golongan C : PNS Esselon i

- Golongan D : PNS Esselon IV serta Gol. IV

- Golongan E : Pegawal Negeri Sipil Gol.lll

- Golongan F . Pegawai Negeri Sipil Gol.Il/|
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Klasifikasi hotel adalah sebagai berikut :

- Hotel Bintang Lima diperuntukkan untuk penginapan Golongan A

- Hotel Bintang Empat diperuntukkan untuk penginapan Golongan B

- Hote! Bintang Tiga diperuntukkan untuk penginapan Golongan C

- Hotel Bintang Dua diperuntukkan untuk penginapan Golongan D

- Hotel Bintang Satu atau wisma/mess diperuntukkan untuk penginapan Golongan E/F
Biaya Hotel dipertanggungjawabkan secara at cost {riil), apabila pelaksana perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas penginapan, maka yang bersangkutan hanya diberikan 30% dari standar hotel.

Uang saku diberikan selama hari kegiatan dilaksanakan untuk penugasan mengikuti pendidikan dan
pelatinan yang penyelenggaraannya memungut kontribusi peserta

Non PNS dapat menggunakan Belanja Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jenjang pendidikan

VI |[SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAN DAERAH

A

B

Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari uang saku, uang makan, transpori

setempat sama dengan ketentuan pada satuan biaya perjalanan dinas luar daerah dikecualikan tidak berlaku
standar klasifikasi hotel.

Non PNS dapat menggunakan Belanja Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jenjang pendidikan

VII|SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI!

A.

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku,transport lokal,uang makan dan uang penginapan
Klasifikasi uang harian perjatanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut

- Golengan A . Gubernur dan Wagub, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi dan Sekda
Provinsi

- Golongan B . Kepala Dinas, Badan, Biro dan Anggota DPRD serta Staf Ahli/PTT

- Golongan C - PNS Gol Il¥/c sampai dengan Gal. Vb

- Golongan D . Pegawai Negeri Sipil

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri :

Satuan biaya merupakan tarif transport perjalanan ke luar negeri pergi pulang.
Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri :

- Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A

- Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B

. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D

Untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D yang melebihi 8 jam penerbangan
{tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.

.ISatuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya diperuntukan bagi pembelian tiket pesawat udara darl bandara di Jakarta ke berbagai
bandara kota tujuan di luar negeri putang pergi (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi,
tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri .

2. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A

b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B

c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D

Untuk Perjalanan Dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 Jam
penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.

Biaya tiket peswat udara dipertanggungjawabkan secara at cost

VI SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI

A,

Satuan Biaya Uang Transportasi Darat

Satuan Biaya Uang Transportasi Darat berlaku Tarif berdasarkan jarak tempuh daerah tujuan

Apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan jasa sewa kendaraan maka tidak diberikan biaya transport
sewa kendaraan dapat digunakan oleh Golongan C dan seterusnya dengan ketentuan minimal 3 orang
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Satuan Biaya Uang Transportasi Udara
- Satuan Biaya Uang berlaku Tarif | Khusus Transportasi Udara Perjalanan Dinas Gubernur,
Wakil Gubernur, ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi

- Satuan Biaya Uang berlaku Tarif Il Khusus Transportasi Udara Perjalanan Dinas Anggota DPRD
Provinsi dan Esselon || Ke Bawah

- Tarif Sudah Termasuk PPN, IWJR & FuelSurcharge.

- Biaya tiket pesawat udara dipertanggungjawabkan secara at cost (riif)

- Biaya transportasi dari rumah menuju bandara, bandara menuju hotel ( tempat pelaksanaan kegiatan )
dan sebaliknya dipertanggungjawabkan secara at cost (fil}.

C.|Satuan Biaya Uang Transportasi Laut

Satuan Biaya Uang Transportasi Laut berlaku Tarif Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 dan
Ekonomi dan di bagi berdasarkan kategori umur dewasa (di atas 12 tahun), Anak-anak
(2 sampai dengan 11 tahun), dan Bayi (sampai dengan Umur 23 butan,.

CATATAN :
Pengertian Istilah :

0J : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang / Tahun

OP . Orang/Paket

OK : Orang/ Kegiatan
OR . Orang/ Responden

Oter : Orang/ Terbit
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